
BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9574 Tahun 2016
tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Air Tanah;

b. bahwa besaran tarif Pajak Air Tanah yang tercantum
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, sudah tidak sesuai
lagi dengan indeks harga dan perkembangan
perekonomian pada saat ini sehingga perlu dilakukan
penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 3209);

SALINAN
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4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4859);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5179);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun
2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah
Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);



- 4 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 4
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor
3), diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah
adalah Nilai Perolehan Air.

(2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
dalam rupiah yang dihitung  menurut sebagian atau seluruh faktor-
faktor :

a. jenis sumber air;

b. lokasi sumber air;

c. volume air yang diambil atau dimanfaatkan;

d. kualitas air;

e. tingkat kerusakan  lingkungan  yang  diakibatkan oleh pengambilan
dan atau pemanfaatan air; dan/atau

f. tujuan pengambilan dan/atau Pemanfaatan air.

(3) Tata cara penghitungan dan hasil perhitungan Nilai Perolehan Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Nilai Perolehan
Air yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tarif pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
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3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30
(1) Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki izin pengambilan dan

pemanfaatan air bawah tanah yang diterbitkan Pemerintah Daerah
Propinsi Sumatera Utara, pemungutan pajaknya dapat  langsung
dilakukan oleh  Pemerintah Kabupaten Asahan.

(2) Bagi Wajib Pajak yang telah habis masa berlakunya izinnya atau yang
belum mempunyai izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah,
segera melakukan pengurusan izinnya ke Instansi yang melaksanakan
urusan bidang perizinan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

(3) Prosedur dan Tata Cara Pengurusan Izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG
Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 21 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (3/7/2019)


